
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang

menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas Pos-Pos laporan keuangan

yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi

tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dan

komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama

dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SOPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SOPD

selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SOPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan

dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai

efektivitas dan efisiensi SOPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SOPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan

ekonomi, sosial maupun politik, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya

ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

b. Menyediakan informasi mengenal jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan

dalam kegiatan SOPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Menyediakan informasi mengenal bagaimana SOPD mendanai seluruh kegiatannya

dalam mencukupi kebutuhan kasnya.



d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SOPD

apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan

selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SOPD Tahun Anggaran 2018 ini disusun dengan berpedoman

pada ketentuan yang termuat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.

10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah

dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

(Lembaran-Negara Tahun 1957 No.an Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-

Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017;

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
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